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1.1.

BAB |
PENDAHULUAN

Kondisi Umum

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang
merupakan pengadilan tingkat pertama yang mempunyai tugas pokok menerima,
memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara-perkara pidana dan perdata yang
dilimpahkan kepadanya. Selain itu, pengadilan juga diberikan tugas-tugas dan
kewenangan lain berdasarkan undang-undang dasar diantara-Nya memberikan
keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum, kepada instansi pemerintahan,
didaerah apabila diminta. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat
tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang
sedang atau akan diperiksa di Pengadilan. Wilayah hukum Pengadilan Negeri
Lubuklinggau meliputi 1 Kota dan 2 Kabupaten yaitu Kota Lubuklinggau, Kabupaten
Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi
jangka panjang Mahkamah Agung telah menetapkan beberapa arahan kebijakan
dalam beberapa strategi perubahan pada :

1. Fungsi peradilan
Manajemen Perkara
Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen Sumber Daya Keuangan
Manajemen Sarana dan Prasarana
Manajemen Teknologi

Transparansi peradilan
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Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya

Pembaharuan dibidang manajemen perkara dilaksanakan untuk mewujudkan
misi Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dalam memberikan pelayanan hukum yang
berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas serta
transparansi badan peradilan. Untuk menjalankan pembaharuan dibidang
manajemen perkara pengadilan dapat membantu pencari keadilan dan berusaha
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang
cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
(IKU) dalam melaksanakan kewenangan dibidang penanganan perkara. IKU ini
sejalan dengan yang ditetapkan oleh Konsorsium Internasional untuk keunggulan
Lembaga Peradilan (International Consortium For Court Excellence) yaitu :

1. Rasio produktivitas penyelesaian perkara dari beban perkara

2. Rasio penyelesaian perkara yang sesuai dengan jangka waktu penanganan
perkara
Rasio Penurunan tunggakan perkara

4. Rasio putusan yang tidak diajukan upaya hukum

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuk Linggau 2020 - 2024 | 1



1.2.

Rasio penyelesaian perkara anak melalui diversi
Rasio kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan pengadilan
Rasio Penyampaian putusan kepada para pihak tepat waktu

Rasio penyelesaian perkara perdata melalui mediasi
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Rasio Pengajuan upaya hukum yang dilaksanakan secara lengkap dan tepat

waktu

10. Rasio publikasi putusan yang dapat diakses secara Online dalam waktu 1
hari setelah diputus

11. Rasio penanganan perkara prodeo

12. Rasio Pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat golongan tertentu

13. Rasio tindak lanjut permohonan eksekusi

Potensi Permasalahan
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Lubuk
Linggau masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan

untuk meningkatkan kinerja pengadilan. Berikut ini identifikasi beberapa potensi

permasalahan.
Permasalahan ‘ Tantangan H Potensi
1. Tingkat akurasi data 1. Belum optimalnya 1. Aplikasi monitoring
pada sistem Informasi monitoring, evaluasi dan implementasi SIPP telah
Penelusuran Perkara supervisi terhadap tersedia, sehingga
(SIPP) dan Direktori pengisian data perkara pelaksanaan monitoring,
Putusan pada SIPP dan Direktori evaluasi dan supervisi
Putusan pengisian data perkara
menjadi lebih mudah dari
sebelumnya
2. Rendahnya perkara 2. Publikasi informasi 2. Pengadilan Negeri
prodeo yang masuk ke seluas-luasnya tentang Lubuklinggau telah
pengadilan pelaksanaan perkara memiliki Website, media
secara gratis bagi sosial, telepon dan jalur
masyarakat golongan informasi lainnya untuk
tertentu publikasi informasi tentang

berperkara secara prodeo

3. Masih belum optimalnya 3. Meraih predikat WBK & 3. Pengadilan Negeri

Pelayanan terhadap WBBM dan Lubuklinggau telah meraih
masyarakat dan stigma mempertahankan predikat Wilayah Bebas
buruk masyarakat predikat Akreditasi “A” Korupsi
terhadap pengadilan

4. Volume pekerjaan 4. Mencapai nilai Evaluasi 4. Surat Direktur Jenderal
administrasi perkara SIPP yang Badan Peradilan Umum
menjadi lebih banyak dipersyaratkan agar Nomor
karena harus mengisi 2 dapat menerapkan 1153/DJU/HMO02.3/12/2018
register perkara, yaitu register elektronik perihal penerapan register
secara manual dan elektronik pada
secara elektronik Pengadilan. Bahwa

pengadilan tingkat pertama
dapat menerapkan hanya 1
register elektronik apabila
mencapai nilai Evaluasi
SIPP dipersyaratkan
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BAB Il
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan
tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang
diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang
telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan
program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024) sebagai dasar acuan penyusunan
kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi
pada 2020-2024.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuk Linggau 2020-2024 pada hakikatnya
merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk
meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan,
penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait
penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,
pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan ke
keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi
yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan
tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi
merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan

dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

2.1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan yang akan dicapai dimasa yang akan
datang. Sebagai dasar acuan melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pengadilan
Negeri Lubuk Linggau telah menetapkan visi yang mengacu kepada visi Mahkamah
Agung Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
Yang Agung”. Pernyataan visi ini bertujuan agar Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
dapat menjadi lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran serta
kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus
perkara.
Dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka
Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah menyusun dan merumuskan beberapa
langkah-langkah atau misi sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri

Lubuklinggau
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2.2.

Tujuan dan Sasaran Strategis
Dalam rangka mencapai visi dan misi Mahkamah Agung seperti yang telah
dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam
bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis
organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)
sampai 5 (lima) tahun. Mahkamah Agung berusaha mengidentifikasi apa yang akan
dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam
memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan
kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan
memungkinkan Mahkamah Agung untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah
dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.
Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Terwujudnya peradilan yang mudah dan transparan
Pencapaian tujuan ini akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja
penyelesaian perkara tepat pada waktunya
2. Terwujudnya pengelolaan perkara yang efektif dan efisien
Pencapaian tujuan ini akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja
pengelolaan administrasi perkara yang tepat waktu
3. Terwujudnya peradilan yang dapat dijangkau bagi masyarakat kurang
mampu
Pencapaian tujuan ini akan dipantau melalui pengukuran indikator pelayanan
yang diberikan terhadap masyarakat kurang mampu
4. Terwujudnya peradilan yang dapat memenuhi rasa keadilan
Pencapaian tujuan ini akan dipantau melalui pengukuran indikator tingkat
kepatuhan para pihak dalam menerima putusan pengadilan
Tujuan merupakan hasil atau outcome yang ingin dicapai dalam waktu 3
sampai 5 tahun atau dalam jangka waktu capaiannya yang lebih panjang dari 1
(satu) tahun, maka terhadap tujuan-tujuan tersebut perlu dijabarkan lagi ke dalam
capaian-capaian yang jangka waktunya lebih pendek lagi dalam hal ini capaian per
tahun. Dengan demikian, penetapan tujuan perlu dirinci ke dalam sasaran-sasaran
yang jangka waktunya maksimal adalah 1 (satu) tahun.
Dari tujuan yang telah ditetapkan di atas, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut
ke dalam sasaran-sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya oleh Pengadilan

Negeri Lubuk Linggau sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

1 Terwujudnya a. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan
Peradilan Yang Pasti, Tepat Waktu,
Transparan dan b. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan
Tepat Waktu;
Akuntabel c. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan
Keadilan Restoratif;
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Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum banding;

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum kasasi;

Persentase  perkara pidana anak yang
diselesaikan dengan Diversi;

Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas
Terhadap Layanan Peradilan.

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara.

Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke
para pihak tepat waktu;

Persentase perkara yang diselesaikan melalui
Mediasi.

Meningkatnya Akses
Peradilan Bagi
Masyarakat Miskin
dan Terpinggirkan.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
Persentase perkara yang diselesaikan di luar
gedung pengadilan;

Persentase pencari keadilan golongan tertentu

yang mendapat layanan bantuan hukum
(POSBAKUM).
Meningkatnya Persentase putusan perkara perdata yang

Kepatuhan Terhadap
Putusan Pengadilan.

ditindaklanjuti (Dieksekusi)
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3.1.

BAB Il
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam

RPJMN tahun 2020-2024 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan visi

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung

menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1.

© ©® N o O bk~ 0D
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11.

12.
13.

Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan
Peradilan.

Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu.

Pembatasan perkara Kasasi;

Proses berperkara yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Penguatan Akses Pengadilan;

Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan Restoratif;
Peningkatan pelaksanaan Eksekusi;

Keberlanjutan Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (E-Court);

. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasi Teknologi Informasi

(SPPT-TI);
Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan
Peradilan;
Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal;

Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset;v

Arah kebijakan yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut :

a)

Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata
dilakukan melalui peradilan elektronik.

Dengan semakin maraknya penyebaran Corona Virus Disease atau lebih
dikenal dengan istilah COVID-19, pemerintah menetapkan penanganan dan
pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dalam rangka
mendukung kebijakan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran
nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Guna tetap
terwujud adanya kepastian hukum vyang berkeadilan Mahkamah Agung
memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan
peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi e-Court untuk
administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan
aplikasi e-Litigation. Aplikasi e-Court merupakan bagian dari pengadilan elektronik
yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Dalam menjaga tetap

terwujudkan kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi
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b)

c)

perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya
dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau e-court
agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien
dimaksud, dengan aplikasi e-court pemanggilan para pihak, pengiriman replik-
duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien,
asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan

mudah terwujud.

Layanan Penyelesaian Perkara Pidana Dapat Dilakukan Melalui Persidangan
Jarak Jauh.

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangka Penanganan dan
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Mahkamah Agung
mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannnya Surat Edaran
nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Surat edaran
tersebut mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat
tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan
penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan
penyebaran COVID-19, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat
terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang
dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan
berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan kebijakan
pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum
dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang
tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut :

v" Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan

kewenangan majelis hakim untuk menentukan.

v' Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung
sidang (social distancing).

v' Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta
melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan
hadir ataupun dihadirkan di persidangan.

v Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat
menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis

sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung
Melalui Diklat Online.

Bahwa dengan terjadinya pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan

resmi dari World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19
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d)

sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden RI tentang Penyebaran
COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam). Sehubungan dengan
hal tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil
langkah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi
dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (e-
learning) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi
informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa Studio
Pembelajaran berbasis e-learning. Sebelum terjadinya pandemi COVID-19,
Studio Pembelajaran berbasis e-learning digunakan sebagai penunjang
pembelajaran secara konvensional dengan mengkombinasikan in class training
dengan e-learning yang kita kenal dengan nama blended learning. Setelah
terjadinya pandemi COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas
selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Desease (COVID-19) di
Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya,
sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun di
Pusdiklat Menpim sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran berbasis e-
learning. Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis e-learning, Badan
Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Rl mengacu kepada Surat Direktorat
Jenderal Anggaran Nomor: S-502/AG/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang
penjelasan terkait biaya pendukung rapat melalui daring yang merupakan
jawaban atas surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/117/S.KU.01.00/2020 tertanggal 2
April 2020 yang didalamnya menjelaskan mengenai honorarium narasumber,
biaya paket komunikasi dan biaya pembelian lisensi aplikasi video konferensi.
Selanjutnya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Rl menunggu adanya
regulasi lebih lanjut mengenai juklak atau juknis berkaitan dengan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis e-learning, baik untuk diklat
teknis peradilan maupun diklat manajemen kepemimpinan, terlebih lagi untuk

diklat yang merupakan prioritas nasional.

Penyesuaian Roadmap Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Baru dan
Renovasi Gedung Kantor.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April 2020
tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor S-
302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian
Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, maka semua Kementerian/Lembaga
dilakukan penyesuaian postur anggaran. Dalam rangka melaksanakan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020
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serta dalam rangka menghadapai ancaman yang membahayakan perekonomian
nasional dan stabilitas sistem keuangan negara, Mahkamah Agung tahun
anggaran 2020 mendapatkan pagu sebesar Rp 10.597.927.977.000 terdapat
penyesuaian pagu sebesar Rp 743.021.947.000 sehingga pagu tahun anggaran
2020 menjadi sebesar Rp. 9.854.906.030. Penyesuaian pagu anggaran ini
dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi gedung kantor,
belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparatur
sipil negara. Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut maka
pelekasanaan pembangunan dan renovasi Gedung kantor pengadilan mengalami
penyesuaian yang sangat signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan
berpengaruh terhadap roadmap pembangunan/renovasi gedung kantor
pengadilan. Untuk pembangunan gedung kantor pengadilan dilakukan
penyesuaian dengan mekanisme multi years kontrak, sementara untuk renovasi
gedung kantor sebagian dilakukan dengan multi years kontrak dan sebagian
dengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan renovasi gedung kantor
pengadilan, roadmap belanja modal pengadaan sarana dan prasarana layanan
peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan

pemenuhan kekuranganan dukungan layanan minimal peradilan.

Optimalisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Dilakukan Secara Online.

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah,
banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui Zoom
Meeting sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi
sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan
evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Pada tahun anggaran 2021 pimpinan
Mahkamah Agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran
untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Langkah langkah optimalisasi
koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan disamping karena
kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka namun juga dikarenakan
rentang kendali peradilan dibawah Mahkamah Agung sangat luas. Koordinasi
antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan
efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah,
sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung akan semakin cepat diterima
oleh aparatur peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit
untuk dijangkau secara fisik. Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi
zoom meeting ini maka Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan
pembatasan perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas akan dilakukan
secara ketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya
sangat urgent, diharapkan belanja perjalanan dinas dapat ditekan untuk
mendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan pembatasan

perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah
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Agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya dan
kapasitas aparatur, meningkatkan integritas aparatur peradilan serta menjaga

marwah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

3.2.  Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

Penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama mencakup beberapa
aspek. Pendekatan yang dilakukan dengan memperbaiki sistem tata laksana agar
penyelesaian perkara dapat lebih efektif jelas dan transparan. hal tersebut juga
harus didukung dengan pemberian akses seluas-luasnya bagi masyarakat kurang
mampu untuk mendapatkan pelayanan pengadilan. Jika aspek tersebut telah
dilakukan dengan baik maka kepercayaan publik terhadap Lembaga peradilan akan
berangsur meningkat dengan sendirinya.

Upaya peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara memiliki
posisi yang sangat strategis terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi
Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Seiring dengan upaya yang terus dilakukan,
harus disadari bahwa perubahan menuju perbaikan yang positif terhadap

permasalahan tidak dapat dilakukan secara terburu-buru, instan dan seketika.
Melainkan membutuhkan komitmen semua pihak, proses yang panjang, sistematis
dan bertahap.

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sesuai dengan tugas dan fungsinya
merumuskan sejumlah arah kebijakan dan strategi pencapaian yang harus
terlaksana dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tabel berikut merupakan
penjabaran tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Lubuk Linggau ke dalam arah
kebijakan dan strategi pencapaian.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi

3.3.

No. Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
1. Terwujudnya Terwujudnya Peningkatan a. penataan pelaksanaan
proses peradilan | peradilan yang | proses peradilan persidangan
yang pasti, | mudah dan | yang mudah, |b. publikasi proses
transparan dan | transparan transparan  dan penanganan perkara
akuntabel akuntabel
2. Peningkatan Terwujudnya Peningkatan a. Modernisasi pengelolaan
efektivitas pengelolaan pengelolaan perkara
pengelolaan perkara yang efektif | perkara yang |b. Penguatan kerja sama
penyelesaian dan efisien tepat guna kelembagaan antar
perkara penegak hukum
c. Penguatan proses
pengelolaan perkara
3. Meningkatnya Terwujudnya Peningkatan Publikasi informasi pos
akses peradilan | peradilan yang | akses yang | layanan hukum
bagi masyarakat | dapat dijangkau | diberikan kepada
miskin dan | bagi masyarakat | masyarakat
terpinggirkan kurang mampu kurang mampu
4. Meningkatnya Terwujudnya Peningkatan Peningkatan kompetensi
kepatuhan peradilan yang | kualitas putusan Sumber Daya Manusia
terhadap dapat  memenuhi
putusan rasa keadilan
pengadilan

Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah maka satuan kerja harus

menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna mencapai
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3.4.

sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan
regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat
dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sebagai salah satu Lembaga peradilan
tingkat pertama dalam mencapai sasarannya juga harus menetapkan kerangka
regulasi, kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sudah
barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan Lembaga yang dituangkan dalam
arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

Tabel 3.2
Kerangka Regulasi

1. Peningkatan
penyelesaian perkara

Penguatan kelembagaan
antar instansi penegak
hukum untuk pelaksanaan
sidang

Keputusan pelaksanaan
sidang tepat waktu

2. Peningkatan efektivitas Peningkatan kontrol terhadap Keputusan update data
pengelolaan pengelolaan perkara realtime dalam waktu 1 x 24
penyelesaian perkara jam

3. Peningkatan Memperbesar akses Keputusan penggunaan
aksesibilitas masyarakat terhadap layanan | sarana informasi seperti
masyarakat terhadap hukum bagi masyarakat telepon, sms, whatsapp,
pengadilan kurang mampu email untuk pelaksanaan

layanan hukum

4. Peningkatan kepatuhan Peningkatan kualitas SDM Keputusan analisis

kebutuhan Pendidikan dan
pelatihan

masyarakat terhadap
putusan pengadilan

Kerangka Kelembagaan

Organisasi Pengadilan Negeri Lubuk Linggau mengacu kepada Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat Peradilan. Dalam peraturan tersebut Pengadilan tingkat
pertama terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, beberapa Hakim, Panitera yang
membawahi beberapa Panitera Muda yaitu Panitera Muda Perdata, Panitera Muda
Pidana, dan Panitera Muda Hukum serta Seorang Sekretaris yang membawahi
beberapa Kepala Subbagian yaitu Kasubbag Umum dan Keuangan, Kepala Subbagian
Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana dan Kasubbag Perencanaan, Tl dan
Pelaporan. Di samping itu terdapat juga Panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita
Pengganti serta Staf. Berikut bagan struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lubuk
Linggau.

Tugas pokok Pengadilan Negeri Lubuk Linggau berdasarkan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah menerima, memeriksa, dan
mengadili serta memutus perkara-perkara pidana dan perdata yang dilimpahkan
kepadanya. Selain itu, pengadilan juga diberikan tugas-tugas dan kewenangan lain
berdasarkan undang-undang dasar diantara-Nya memberikan keterangan,
pertimbangan dan nasihat hukum, kepada instansi pemerintahan, didaerah apabila
diminta. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum,
dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan

diperiksa di Pengadilan. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau meliputi 1
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Kota dan 2 Kabupaten vyaitu Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan

Kabupaten Musi Rawas Utara.

[ Ketua Pengadilan ]

i
[ Hakim J [ Wakil Ketua
1

[ Panitera J { Sekretaris ]
: ¥ v ¥ ¥

Bagan 3.1
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Pengadilan Negeri Lubuk
Linggau menetapkan 2 Program yaitu:
1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

2. Program Dukungan Manajemen
Kedua program tersebut terbagi menjadi beberapa kegiatan yang masing-masing

memiliki sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Kinerja

1. Program Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, 86% 87% 88% 89% 90%
Penegakan Transparan dan Akuntabel
dan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan 86% 87% 88% 89% 90%
Pelayanan Penyelesaian Perkara
Hukum Meningkatnya Akses Peradilan Bagi 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Putusan Pengadilan
2. Program Meningkatnya Kualitas Layanan 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Dukungan Dukungan Manajemen Untuk
Manajemen Mendukung Pelaksanaan Pelayanan
Prima Peradilan

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan melalui 2 program tersebut maka

disusun kebutuhan rencana pendanaan yang terlampir dalam matriks rencana strategis.
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BAB V
PENUTUP

Penyusunan rencana strategis Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah mengacu
kepada rencana strategis Mahakamkah Agung dan blue print Mahkamah Agung RI.
Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja tahunan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah
menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya peradilan yang mudah dan transparan,
terwujudnya pengelolaan perkara yang efektif dan efisien, terwujudnya peradilan yang
dapat dijangkau bagi masyarakat kurang mampu, Terwujudnya Peradilan Yang Dapat
Memenuhi Rasa Keadilan. Sedangkan sasarannya adalah Terwujudnya Proses Peradilan
Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian
Perkara, Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan,
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Lubuklinggau Nomor W6.U5/152/0T.01.1/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan
Reviu Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Linggau maka rencana strategis
Pengadilan Negeri Lubuklinggau tahun 2020-2024 mengacu kepada Indikator Kinerja
Utama yang tertera pada Surat Keputusan tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk
menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang
memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat digunakan untuk mengukur Kinerja serta

pengendalian pelaksanaan program.
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MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU 2020-2024

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Yang Agung
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Lubuklinggau;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau;
4. Meningkatkan Kredibiltas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.
No Sasaran Target Alokasi Anggaran (dalam Ribu)
. Uraian Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
1. Terwujudnya Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat 85% 90% 95% 100% 100% Rp. 364.560,- Rp. 314.550,- Rp. 319.770,- Rp. 305.580,- Rp. 362.000,-
Peradilan Yang Waktu
Pasti, Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat 92% 95% 98% 100% 100%
Transparan dan Waktu
Akuntabel Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan 10% 10% 10% 10% 10%
Keadilan Restoratif
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya 85% 86% 88% 90% 95%
Hukum Banding
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya 10% 10% 10% 10% 10%
Hukum Kasasi
Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan 10% 10% 10% 10% 10%
Dengan Diversi
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap 86 20 95 100 100
Layanan Peradilan
2. Peningkatan Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang 100% 100% 100% 100% 100% - - - - -
Efektivitas Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu
Pengelolaan Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang 100% 100% 100% 100% 100% Rp. 44.520,- Rp. 50.120,- Rp. 46.410,- Rp. 48.720,- Rp. 54.075,-
Penyelesaian Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu
Perkara Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi 20% 20% 20% 20% 20% - - - - -
3. Meningkatnya Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan 100% 100% 100% 100% 100% - - - - Rp. 3.350,-
Akses Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung 100% 100% 100% 100% 100% - - - - -
Peradilan Bagi Pengadilan
Masyarakat Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang 100% 100% 100% 100% 100% Rp. 26.400,- Rp. 24.000,- Rp. 24.000,- Rp. 24.000,- Rp. 28.000,-
Miskin dan Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Terpinggirkan
4. Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata Yang 100% 100% 100% 100% 100% - - - - -
Kepatuhan Ditindaklanjuti (Dieksekusi)
Terhadap
Putusan

Pengadilan
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